PAGE  
      Artikel Ilmiah Penelitian Dosen Muda Tahun 2009 
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Abstract: penelitian ini bertujuan untuk : (1) mendeskripsikan profil dan kinerja aktual kelembagaan pengelolaan RMU pada Gapoktan SRI Mungka, serta (2) memetakan dan menganalisis dinamika interaksi antar lembaga yang terlibat dalam kelembagaan pengelolaan RMU pada Gapoktan SRI Mungka.  Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa profil dan kinerja aktual kelembagaan pengelolaan RMU pada Gapoktan SRI Mungka, pada satu sisi menunjukkan perkembangan yang positif dalam hal mekanisme pergantian kepemimpinan, serta adanya dukungan kepercayaan, dan pengakuan masyarakat lokal terhadap keberadaan dan peran kelembagaan.  Sementara pada sisi yang lain, menunjukkan ada kendala yang bisa menghambat perkembangan kelembagaan pengelolaan RMU dalam hal tata administrasi (mekanisme pendelegasian wewenang yang tidak jelas, sistem penghargaan dan sanksi yang belum ideal diterapkan, serta hak-hak dasar/normatif yang belum diterapkan) serta dalam pelaksanaan program (menyangkut tidak terealisasinya perencanaan secara signifikan dan tidak adanya kesesuaian hasil program dengan rencana program.  Dinamika interaksi antar lembaga yang terlibat dalam kelembagaan pengelolaan RMU pada Gapoktan SRI Mungka dari ketiga aspek  yang diteliti memperlihatkan dinamika.  Adapun perincian dinamika ketiga aspek yang terjadi adalah sebagai berikut : pertama, adanya peningkatan pemahaman mengenai operasional dan pemeliharaan alat mesin pasca panen/RMU; kedua, adanya peningkatan pemahaman mengenai manajemen alat mesin pasca panen/RMU (aspek manajemen); serta, ketiga, masih lemahnya posisi tawar kelembagaan Gapoktan dalam bermitra dengan pihak Pengusaha Lokal sehingga belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan alat mesin pasca panen dalam kerangka keberlanjutan.  
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Selama ini pendekatan pembangunan yang cenderung bersifat parsial dengan target jangka pendek untuk pembangunan kelembagaan petani secara umum dan kelembagaan pascapanen dan pengamanan harga gabah telah sering dilakukan.  Biaya untuk ini sangat besar dan setiap tahun menjadi agenda yang terus menerus berulang.  Kondisi ini disebabkan karena masalah yang mendasar di tingkat petani tidak kunjung dapat diselesaikan, seperti lemahnya kelembagaan tani, rendah dan minimnya asset yang dimiliki, serta akses terhadap teknologi, informasi, dan pasar yang terkendala infrasruktur pedesaan yang tidak mendukung (Departemen Pertanian, 2007). 
Kondisi ini menurut Departemen Pertanian (2007) hanya akan bisa diperbaiki melalui paling tidak 2 (dua) hal, yakni: tumbuhnya kesadaran bersama petani yang diikat oleh kelembagaan yang kuat dan adanya dorongan pihak eksternal yang secara kontinu mampu menjembatani berbagai kekurangan yang dimiliki oleh petani.  Pada kondisi kedua ini adalah hadirnya pendamping yang berada di tengah petani dan berjuang bersama petani adalah sebuah keharusan. Konsepsi pendampingan pada hakekatnya bukanlah hal yang baru, namun pendampingan yang mampu mengatasi masalah yang dihadapi petani bukanlah pekerjaan mudah.

Perguruan Tinggi sebagai salah satu aktor yang berperan dalam memberikan pencerahan kepada petani, tentu saja harus berperan dalam melakukan pembangunan kelembagaan petani ini.  Melalui pendampingan intensif di lapangan, diharapkan perguruan tinggi dapat memfasilitasi kepentingan pemerintah untuk mensukseskan kebijakannya di satu sisi dengan masyarakat petani pada sisi yang selain sebagai subjek dari kebijakan pemerintah.  Pendampingan akan berjalan optimal, apabila dilandasi dengan adanya kajian dan penelitian yang komprehensif terkait dengan upaya pembangunan kelembagaan petani.
 Pascapanen merupakan salah satu proses usaha tani yang tidak kalah penting dibanding dengan dengan proses usaha tani lainnya.  Pada tahap ini, petani memerlukan perkuatan individu dan kelembagaan untuk memperbaiki penanganan pascapanen dan peningkatan kualitas hasilnya.  Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan yang dimiliki petani, antara lain lemahnya akses kepada teknologi dan sarana pascapanen, informasi pasar, permodalan, dan akhirnya kelembagaan petani sendiri yang hingga saat ini kurang berdaya.
1.2.  Urgensi Penelitian
Berdasarkan uraian konteks diatas, terlihat bahwa upaya penguatan kelembagaan petani merupakan hal yang paling penting dan mendasar.  Terkait penelitian ini, maka kelembagaan yang terlibat tidak hanya merupakan interaksi antara kelompok tani dalam gabungan kelompok tani, melainkan juga dengan pengelola RMU.  Artinya perlu adanya proses penyamaan persepsi antara kelembagaan yang saling berinteraksi dalam kerangka pengelolaan RMU.  Selama ini yang terjadi, bantuan RMU dari pemerintah cenderung menjadi besi tua dan tidak bermanfaat karena tidak adanya proses persiapan dan penguatan kelembagaan pengelola RMU itu sendiri.  Pada posisi inilah penelitian ini menjadi penting (urgen) untuk memahami persoalan kelembagaan petani secara komprehensif.  Artinya dimana melalui penelitian dasar ini akan dapat diidentifikasi bentuk kelembagaan lokal (local institution) petani dan pola-pola hubungan antar lembaga yang saling berinteraksi dalam pengelolaan RMU.  

Untuk itu pemberdayaan kelembagaan lokal yang ada di nagari, dalam hal ini kelembagaan ekonomi (kelembagaan pengelola RMU) menjadi penting, sehingga pendekatan yang lebih mengedepankan optimalisasi potensi modal sosial nagari akan berjalan efektif seiring dengan perubahan prilaku rumah tangga petani yang ada di nagari.  Artinya sebelum bisa memformulasikan tipologi kelembagaan lokal petani yang efektif dalam mengelola RMU, perlu dilakukan penyusunan profil dan kinerja aktual kelembagaan yang ada.  Dari sini akan dihasilkan pola interaksi antar lembaga yang terlibat serta dinamika yang terjadi di dalamnya.   

Hasil penelitian dasar ini diharapkan akan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait dengan kelembagaan lokal petani yang efektif dalam memberdayakan petani terkait pengelolaan RMU serta untuk menemukan model upaya memberdayakan petani terkait pengelolaan RMU di Sumatera Barat khususnya.  Apalagi program pengadaan RMU ini selain yang sudah disediakan melalui bantuan rutin pemerintah, juga melibatkan LPM Unand dalam memonitoring bantuan RMU di beberapa kabupaten di Sumatera Barat pada tahun 2007 lalu.  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan menjadi masukan berharga bagi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas terkait pada khususnya agar program-program pengentasan pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan petani bisa terlembaga (berkelanjutan) untuk masa-masa yang akan datang. Selain itu, dengan berkelanjutannya program penguatan kelembagaan petani ini di Sumatera Barat, melalui penelitian ini akan ditemukan juga model pendampingan program oleh Perguruan Tinggi serta muaranya akan dilakukan penelitian tindak (action research) yang tidak hanya untuk kepentingan akademis, melainkan juga kolaborasi peran pemangku kepentingan untuk mewujudkan program penguatan kelembagaan petani yang ideal di nagari.  Begitu pentingnya penelitian dasar ini, sehingga perlu dilakukan agar bisa menjadi dasar bagi penelitian dan pendampingannya di lapangan.

Inti dari paparan diatas adalah bahwa penelitian ini merupakan pijakan dasar untuk menyediakan database bagi upaya penguatan kelembagaan petani di Kabupaten Lima Puluh Kota pada khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya.  Dengan menjadikan Gapoktan SRI sebagai fokus lokasi yang peneliti dampingi semenjak tahun 2007 sampai sekarang, diharapkan Gapoktan SRI akan menjadi pilot project (percontohan) bagi pengembangan laboratorium kelembagaan petani.  Tidak hanya untuk upaya mensinergikan program pemerintah, juga sebagai laboratorium lapangan bagi mahasiswa Universitas Andalas.  Agar idealisme bisa terwujud, maka diperlukan penelitian-penelitian lanjutan agar isu-isu kelembagaan petani tidak hanya sebatas jargon atau sebatas laporan proyek, melainkan sudah menjadi rujukan akademis sebagai media pembelajaran masyarakat.  Pada posisi inilah penelitian awal dan dasar ini menjadi penting untuk dilakukan.
1.3. Perumusan Masalah

Gapoktan SRI merupakan salah satu Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah melalui Program Gerakan Pengawalan dan Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Gabah dan Beras (GP4GB) pada tahun 2007.  Melalui program ini, Gapoktan telah mendapatkan pengadaan alat mesin pasca panen berupa Rice Milling Unit (RMU) One Passed serta beberapa alat mesin pasca panen lainnya.  Adanya bantuan alat mesin pasca panen, khususnya RMU dengan kapasitas produksi yang tinggi, tentu saja memerlukan penanganan yang serius dari pengelola Gapoktan dan seluruh kelompok tani dan petani yang bergabung di dalamnya.  

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari dua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah peneliti lakukan pada tahun 2007 dan 2008.  Kegiatan tahun 2007 terkait dengan pengawalan program serta pendampingan gapoktan di lapangan.  Sedangkan kegiatan tahun 2007 terkait dengan pelatihan penguatan kelembagaan petani. Melalui kegiatan itu, peneliti menemukan beberapa hal menarik dan sayang kalau tidak dilanjutkan dengan pengkajian secara mendalam dan komprehensif.  

Temuan lapangan menunjukkan bahwa Gapoktan SRI belum mampu secara optimal mengelola RMU ini, baik secara individu maupun kelembagaan.  Selama ini penerapan sarana dan teknologi pasca panen  masih berjalan lambat dan masih belum sesuai dengan yang diharapkan.  Hal ini terlihat dari lambatnya perkembangan penggunaan alat mesin pasca panen ditingkat petani/gapoktan.  Dampak yang terlihat antara lain masih tingginya tingkat kehilangan hasil, mutu hasil yang rendah, tingkat efisiensi yang masih rendah dan nilai jual gabah pada saat panen raya yang kurang kompetitif dan harga yang sangat fluktuatif (Asful, dkk.  2008)

Selanjutnya temuan menarik lainnya, dari sisi teknis, tenaga operasional RMU belum mempunyai pengalaman yang baik untuk mengoperasionalkan RMU serta tidak kalah pentingnya adalah bagaimana tenaga operasional mampu menjawab kebutuhan petani, kelompok tani dan gapoktan sehingga produksi petani dapat terserap dan terolah secara optimal dan berkelanjutan.  Pada sisi inilah pentingnya upaya penguatan SDM petani, pengelola dan pengurus sehingga kelembagaan petani (khususnya gapoktan) bisa menjadi kuat (Asful, dkk. 2008)

Upaya penguatan kelembagaan Gapoktan SRI selama dua tahun belakangan yang peneliti lakukan tidak hanya dalam upaya konsolidasi kelembagaan petani, melainkan juga mengupayakan membangun jejaring dengan pemangku kepentingan terkait program penguatan kelembagaan petani dalam penanganan pasca panen.  Khususnya, dengan instansi teknis pemerintah terkait sudah dilakukan komunikasi dan koordinasi untuk mensinergikan program pemerintah yang ada, khususnya program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang sudah dijalankan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2008.
1.4.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 
1) Mendeskripsikan profil dan kinerja aktual kelembagaan pengelolaan RMU pada Gapoktan SRI Mungka

2) Memetakan dan menganalisis dinamika interaksi antar lembaga yang terlibat dalam kelembagaan pengelolaan RMU pada Gapoktan SRI Mungka
II.  METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini memanfaatkan kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan RMU pada Gapoktan SRI unit analisis. Pemilihan sejumlah 16 sampel petani pemilik RMU dilakukan dengan menggunakan teknik sensus dan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, panduan wawancara mendalam, FGD, dan studi dokumen.  Untuk tujuan pertama terkait profil kelembagaan, dilakukan pengamatan terhadap: latar belakang kesejarahan, (b) struktur organisasi, (c) program kerja dan pelaksanaannya, serta untuk kinerja kelembagaan dilakukan dengan variabel: (a) visi, misi dan tujuan (b) tata kelola, (c) administrasi, (d) program, (e) pengelolaan keuangan, dan (f) legitimasi (LP3ES, 2007).
Tujuan kedua, dilakukan pengamatan terhadap: (a)  Operasional dan pemeliharaan RMU; (b) Manajemen RMU; serta Kelembagaan terkait dan perannya (c) (Asful, dkk, 2008).  
III. TIPOLOGI  KELEMBAGAAN PENGELOLAAN RICE MILLING UNIT PADA GAPOKTAN SRI KECAMATAN MUNGKA
3.1. Profil dan Kinerja Kelembagaan Pengelolaan RMU pada Gapoktan SRI Mungka
Secara umum berdasarkan profil kelembagaan pengelolaan RMU meliputi interaksi antara lembaga petani (Gapoktan SRI) selaku pemilik RMU dengan Pengusaha Lokal.  Dari sisi Gapoktan sudah mempunyai profil kelembagaan yang cukup baik yang dibuktikan dengan kelengakapan struktur organisasi AD/ART, program kerja dan telah berdiri semenjak tahun 2006.  
Profil lembaga Gapoktan yang baik ternyata belum berkorelasi positif dengan kinerja kelembagaan dalam pengelolaan RMU.  Secara terperinci, berdasarkan penilaian petani selaku pemilik RMU terkait dengan elemen kelembagaan hanya menunjukkan penilaian rata-rata cukup, baik dari sisi tata kelola/governance, administrasi, perencanaan, keuangan, dan legitimasi.  Berdasarkan uraian pendalam tentang penilaian kelembagaan pengelolaan RMU pada Gapoktan SRI diatas, maka dapat diformulasikan peta potensi dan kendala.  Adapun peta potensi memuat indikator-indikator yang signifikan dalam memberikan dampak positif bagi perkembangan kelembagaan pengelolaan RMU, sedangkan peta potensi (penilaian baik) memuat indikator-indikator yang signifikan dalam memberikan dampak negatif (penilaian kurang) bagi perkembangan kelembagaan pengelolaan RMU.  Secara terperinci potensi dan kendala yang ada terkait dinamika kelembagaan pengelolaan RMU dapat dijelaskan sebagai berikut : adapun potensi kelembagaan terkait dengan elemen tata kelola/governance dan sub elemen kepemimpinan dan regenerasi, temuan lapangan memperlihatkan adanya mekanisme pergantian kepemimpinan yang memberikan kepuasan kepada stakeholders; kedua, terkait dengan elemen legitimasi dan sub elemen subjek sosial pemberi legitimasi sosial adalah masyarakat, temuan lapangan memperlihatkan adanya kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap keberadaan organisasi, serta adanya dukungan masyarakat terhadap peran organisasi.
Sementara kendala kelembagaan, terkait dengan : (a) elemen administrasi dengan sub elemen pembagian dan pengarahan kerja dengan indikator belum adanya mekanisme pendelegasian wewenang yang jelas, serta sub elemen personalia dengan indikator belum adanya sistem penghargaan dan sanksi dan belum adanya jaminan hak-hak dasar/normatif pengurus harian dan staff (gaji, hak cuti,  tunjangan, asuransi dll); (b) elemen program dengan sub elemen pelaksanaan program dengan indikator belum tercapainya realisasi perencanaan secara signifikan dan belum adanya kesesuaian hasil program dengan rencana program.
3.2.Pemetaan dan Analisis Dinamika Interaksi Antar Lembaga yang Terlibat dalam Kelembagaan Pengelolaan RMU pada Gapoktan SRI Mungka
a. Teknis Operasional dan Pemeliharaan RMU
Kendala yang terjadi sehingga menghambat pengelolaan kelembagaan RMU adalah : pertama, kurangnya pengalaman teknisi RMU dalam melakukan operasi dan pemeliharaan sehingga RMU belum beroperasi dan terpelihara dengan baik; kedua, belum adanya teknisi melakukan penghitungan operasi sehingga belum mendapatkan trend beras yang dihasilkan; ketiga, kurangnya pemeliharaan peralatan RMU, sehingga bisa berakibat pada kerusakan peralatan; keempat, belum beroperasinya RMU secara terus-menerus karena tidak adanya pasokan gabah dari pedagang dan petani
b. Manajemen RMU
Kendala yang menghambat kelembagaan pengelolaan RMU meliputi : pertama, gapoktan masih kekurangan modal sehingga belum bisa melakukan penumpukan modal untuk menjalankan usaha penggilingan padi di RMU; kedua, terkait dengan pemasaran dan harga, pengoperasian RMU masih belum menjangkau petani dalam skala luas; ketiga, gapoktan belum melakukan penyusunan rencana bisnis sehingga belum bisa menerapkan manajemen usaha yang prospektif dari sisi bisnis.  Berdasarkan ketiga temuan ini, maka dari sisi manajemen, kelembagaan pengelolaan RMU masih dikelola secara tradisional dan belum menerapkan praktek manajemen yang baik.

c. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan RMU

Temuan lapangan terkait dengan aspek kelembagaan pengelolaan RMU, dapat diperinci sebagai berikut: pertama, terkait review hasil penjajakan kebutuhan kelembagaan, terlihat bahwa terjadinya ketidak-aktifan RMU lebih banyak disebabkan karena persoalan kelembagaan yang menghambat tidak berkembangnya potensi petani, sehingga apabila tidak segera diatasi bisa berdampak pada perselisihan dan perpecahan;
Kedua, terkait review kondisi aktual kelembagaan pengelolaan RMU terlihat masih belum dipahaminya jejaring lembaga dan kelembagaan yang terkait dalam kerangka pengembangan kelembagaan pengelolaan RMU.  Rumitnya jejaring lembaga dan kelembagaan yang saling berinteraksi, sehingga berdampak pada cukup sulitnya upaya untuk membangun komitmen  di antara stakeholders yang terlibat di dalamnya;

Ketiga, terkait pengertian kelembagaan diperoleh informasi bahwa masih terbatasnya pemahaman petani tentang kelembagaan dan pentingnya kelembagaan itu dalam pengelolaan RMU.  Walaupun sudah ada seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara individu dan lembaga, namun belum bisa memberikan keseimbangan antara harapan dan manfaat serta belum bisa mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki dan yang ada;

Keempat, terkait tahapan membangun kelembagaan dapat diidentifikasi bahwa kelembagaan pengelolaan RMU masih berada pada tahap awal (tahap inisiasi/kecambah) sehingga sangat rentan terhadap pengaruh/tekanan yang datang dari dalam maupun dari luar;

Kelima, terkait keberlanjutan kelembagaan, walaupun sudah ada batasan yang jelas tentang siapa melakukan apa, namun masih terdapat permasalahan yang mencakup: (a) belum adanya penetapan keputusan secara bersama, (b) belum adanya mekanisme penyaluran konflik, (c) belum adanya cadangan kekayaan lembaga, (d) belum adanya sanksi yang mengikat, dan (e) belum adanya monitoring dan evaluasi yang jelas.

IV.  KONSEP LOKAL TENTANG PEMBERDAYAAN DAN KEBERLANJUTAN KELEMBAGAAN TERKAIT PENGELOLAAN RICE MILLING UNIT PADA GAPOKTAN SRI KECAMATAN MUNGKA
Analisis konsep lokal tentang kelembagaan terkait pengelolaan Rice Milling Unit pada Gapoktan Sri Kecamatan Mungka ini lebih menekankan kepada aspek kualitatif dengan mengacu kepada konsep dan pendekatan kelembagaan yang dikemukakan oleh Sumardjo (2004) yang menjadi kerangka pemikiran penelitian ini serta didukung dengan beberapa teori kelembagaan yang dikemukakan oleh para ahli lainnya.
4.1. Ketidakberdayaan Kelembagaan Petani

Secara umum, kelembagaan terkait pengelolaan RMU pada Gapoktan SRI Mungka belum kuat, sehingga memiliki posisi tawar-menawar yang lemah dalam kemitraan yang terjadi antara Gapoktan SRI dengan pihak pengusaha lokal.  Proses kemitraan yang terjadi pada awalnya berdasarkan komitmen bersama yang dirumuskan secara bersama antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh lembaga pembina (instansi terkait).  Namun dalam perjalanannya, komitmen itu belum bisa diimplementasikan secara ideal, sehingga memunculkan ketidakpuasan pada pihak Gapoktan SRI.  Lemahnya posisi tawar menawar Gapoktan SRI selaku pemilik RMU dalam bermitra dengan pengusaha lokal selalu pengelola RMU, menurut Prijono dan Pranarka dalam Sumardjo (2004) sebagai wujud ketidakmampuan dan ketidakberdayaan.  Artinya pembagian kekuasaan yang adil sebagaimana konsep kemitraan belum terwujud, sehingga kekuasaan Gapoktan SRI selaku pemiliki masih lemah dan belum bisa memberikan pengaruh terhadap proses pengelolaan dan hasil yang diperoleh melalui operasional RMU.  

Sehingga ketidakmampuan atau ketidakberdayaan Gapoktan SRI yang membuat mereka tidak mempunyai kekuatan ini dalam konteks penguatan kelembagaan pada akhirnya menempatkan posisi kelembagaan pengelolaan RMU pada ketimpangan terhadap akses sumberdaya dan bisa berdampak pada keberlanjutan pengelolaan (Prijono dan Pranarka dalam Sumardjo, 2004).  

Walaupun pada satu sisi Gapoktan SRI telah didukung dengan potensi sumberdaya manusia (SDM) petani yang cukup baik (dari sisi umur dan pendidikan), namun itu baru pada tataran nilai fisik.  Ketidakberdayaan yang terjadi diduga Sumardjo (2004) lebih disebabkan karena belum adanya proses internalisasi nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat lokal yang juga menjadi sumber keberdayaan, berupa modal sosial yang sudah mulai hilang dalam kehidupan masyarakat lokal, yakni : kekeluargaan dan kegotongroyongan.  Fakta di lapangan memperkuat dugaan ini, karena pola kemitraan yang diterapkan dalam kerjasama antara Gapoktan SRI dan Pengusaha Lokal dalam kelembagaan pengelolaan RMU lebih mengedepankan orientasi bisnis, sehingga dalam prakteknya, lebih mengedepankan untung rugi.  Pola bisnis sebenarnya memang harus diterapkan, tapi ini harus dibungkus oleh rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan, sehingga sama-sama untung dan sama-sama rugi.

Berpijak pada fakta dan pemaparan teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penguatan kelembagaan Gapoktan SRI hendaklah memberikan tekanan pada adanya otonomi pengambilan keputusan.  Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya menguatan potensi lokal.  Pada aras ini, penguatan kelembagaan Gapoktan SRI juga difokuskan pada penguatan individu petani yang tergabung dalam Gapoktan SRI beserta pranata-pranatanya.  Pendekatan utama dalam konsep penguatan ini adalah menempatkan petani tidak sekedar sebagai objek melainkan juga sebagai subjek (Sumardjo, 2004).

Lebih jauh, dapat dijelaskan bahwa upaya penguatan kelembagaan Gapoktan SRI adalah sebuah proses yang tidak dapat diukur secara matematis, apalagi dengan sebuah pembatasan waktu dan dana.  Indikator keberhasilan penguatan kelembagaan Gapoktan SRI hanya dapat dilihat dengan adanya community awareness.  Adanya kesadaran komunitas petani pada Gapoktan SRI ini, diharapkan dapat mengubah penguatan yang bersifat penguasaan oleh Pengusaha Lokal menjadi bentuk kemitraan.

Dalam kerangka pemikiran itu, maka upaya memperkuat kelembagaan Gapoktan SRI haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.  Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat atau setiap kelompok memiliki potensi yang dapat dikembangkan.  Penguatan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Kartasasmita, 1999).

Dalam konteks penguatan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi, yaitu bagaimana petani selaku pemilik RMU dilibatkan dalam proses pengelolaan RMU oleh Pengusaha Lokal selalu pengelola, dan hak untuk menikmati hasil pengelolaan itu sendiri.  Penguatan mementingkan adanya pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek.  Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalih-fungsikan individu yang semula objek menjadi subjek.  Dalam hal ini, proses penguatan mengubah pola relasi lama dari hubungan yang asimetris antara subjek – objek menjadi hubungan yang simetris yakni subjek – subjek.

Dalam hubungan semacam ini, maka Gapoktan SRI tidak akan mungkin bekerjasama dengan Pengusaha Lokal, karena dipandang hanya akan merugikan salah satu pihak.  Secara lebih kongkret, kepada pihak lain akan dapat meningkatkan daya sendiri.  Kalau daya suatu unit sosial secara keseluruhan meningkat, maka kedua pihak yang bermitra dapat menikmati bersama-sama.  Dalam konteks ini, pemberian daya kepada Gapoktan SRI secara tidak langsung juga akan meningkatkan daya dari pihak Pengusaha Lokal selaku pihak yang memberinya.  Perspektif inilah yang sangat dibutuhkan dalam upaya melakukan proses penguatan kepada kelembagaan petani (Sumardjo, 2004)

4.2.  Ketidakberdayaan Kelembagaan Petani dalam Konteks Kelembagaan Pengelolaan RMU

Posisi ketidakberdayaan yang dialami kelembagaan petani dalam bermitra dengan pengusaha lokal dalam konteks kelembagaan pengelolaan RMU, berdampak pada munculnya beberapa kendala bagi pengembangan kelembagaan pengelolaan RMU.  Secara garis besar, isu yang mengapung adalah terkait dengan konteks kelembagaan lokal dan partisipasi.  Secara terperinci, kendala-kendala yang dihadapi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, terkait kelembagaan menyangkut administrasi.  Kelembagaan pengelolaan RMU bermasalah dalam hal tidak adanya mekanisme pendelegasian wewenang yang jelas.  Walaupun ada pembagian wewenang itu dalam AD/ART Gapoktan SRI dan dokumen Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan RMU antara Gapoktan SRI dengan pihak Pengusaha Lokal, namun itu cenderung lemah dalam tataran implementasi.  Kewenangan pihak petani selaku pemilik RMU cenderung sangat lemah dibanding pihak Pengusaha Lokal.  Kelemahan posisi tawar ini juga terkait dengan ketidakberdayaan kelembagaan petani ketika berhadapan dengan Pengusaha Lokal. Terkait dengan administrasi ini, juga terdapat masalah dalam hal sistem penghargaan dan sanksi yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, serta belum adanya hak-hak dasar atau normatif bagi pihak petani yang terlibat dalam pengelolaan kelembagaan RMU.  Sistem penghargaan dan sanksi sebenarnya juga telah diatur dalam dokumen Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan RMU antara Gapoktan SRI dengan pihak Pengusaha Lokal.  

Terkait dengan sistem penghargaan, baru diatur dalam upaya pemberian penghargaan kepada lembaga petani (Gapoktan SRI) dalam bentuk pembagian hasil.  Namun apabila ditelusuri, persentase pembagian hasil pengelolaan RMU menunjukkan masih lemahnya posisi tawar petani.  Ini dibuktikan dari timpangnya persentase pembagian hasil, dimana 70 % untuk Pihak Pengusaha Lokal dan hanya 30% untuk Gapoktan SRI.  Terkait dengan sanksi, apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan kerjasama, maka Pihak Gapoktan SRI berhak menarik asset yang dimiliki (RMU).  Namun fakta di lapangan yang terjadi walaupun pihak Pengusaha Lokal sudah menunjukkan gejala melanggar kesepakatan kerjasama, namun Pihak Gapoktan SRI masih belum berani menarik asset mereka.  Hal ini diduga karena ketidakberdayaan petani untuk mengelola RMU itu secara mandiri.  Menurut penuturan petani, mereka masih mencari formula yang tepat sampai saatnya Gapoktan merasa cukup kuat untuk memutuskan kesepakatan kerjasama yang selam ini cenderung merugikan mereka.  Dibutuhkan sumberdaya yang cukup agar kelembagaan petani mempunyai keberanian untuk memulai upaya menegakkan kemandirian mereka.  Selama ini kelembagaan petani cenderung lemah atau dilemahkan oleh instansi pembina melalui proyek-proyek, sehingga mereka menjadi tergantung dan tidak mandiri.  Sumardjo (2004) menjelaskan lebih jauh bahwa kelembagaan petani sangat tergantung pada bantuan pihak luar (khususnya proyek pemerintah) dan kinerja kelembagaan petani sangat tergantung pada intensitas pembinaan pihak luar (khususnya pemerintah) serta pihak-pihak lain (seperti perguruan tinggi).

Kedua,  persoalan penting lainya yang menjadi kendala dalam perkembangan kelembagaan pengelolaan RMU adalah menyangkut program.  Dua kendala penting menyangkut program adalah : (a) kurangnya pencapaian realisasi perencanaan, serta (b) tidak adanya kesesuaian antara hasil program dengan rencana program.  Dua masalah penting menyangkut perencanaan dan pelaksanaan program ini sangat terkait dengan terbatasnya keterlibatan stakeholders khususnya pihak petani yang menjadi pemilik RMU dalam proses.  Proses perencanaan dan pelaksanaan seharusnya mengandung dimensi partisipasi dari kedua pihak yang bekerjasama sehingga kedua pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk memutuskan perencanaan dan pelaksanaan terkait operasional RMU.  Merujuk kepada dimensi partisipasi terkait proses perencanaan dan pelaksanaan program sebagaimana yang dikemukakan oleh Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (2004), maka setidaknya terdapat 7 (tujuh) syarat yang belum dipenuhi dalam konteks kelembagaan pengelolaan RMU, yakni : (a) masih terbatasnya upaya melibatkan petani dalam proses penyusunan perencanaan program, (b) belum transparannya rencana yang disusun, (c) belum kuatnya  daya tawar kelembagaan lokal petani dalam menyusun perencanaan, (d) dokumen perencanaan yang belum disusun secara partisipatif, (e) proses dan mekanisme perencanaan yang belum disusun secara tertulis dan disepakati bersama untuk dijalankan, (f) belum adanya upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan dari rencana, serta (g) belum optimalnya dukungan dari pembina (PPL) serta konsistensi kebijakan dari instansi pemerintah di tingkat lokal (nagari) dan instansi terkait (Dinas Tanaman Pangan di Kabupaten).  Ketujuh persoalan ini semuanya terjadi di dalam implementasi kelembagaan pengelolaan RMU yang sudah berjalan lebih dari satu tahun.  Terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan progra, tidak hanya dilakukanoleh kedua belah pihak yang bekerjasama, melainkan juga oleh instansi pembina.  Kenyatannya, instansi pembina belum melakukan upaya supervisi.  

Sumardjo (2004) lebih jauh menjelaskan bahwa beberapa hal yang juga menjadi kelemahan dalam pemberdayaan kelembagaan petani, antara lain apabila masih ditemukan: keterbatasan kemampuan daerah dalam mengembangkan program-program pembangunan, karena segala sesuatunya terikat pada petunjuk teknis (juknis) yang telah ada dari Pusat yang kenyataannya cenderung tidak selalu sesuai dengan budaya dan kondisi di daerah.  Di samping itu, indikator-indikator keberhasilan proyek atau program bukan pada hasil melainkan realisasi anggaran.  Keadaan ini diperburuk dengan kurang efektifnya supervisi, karena pada dasarnya supervisor dari luar bukanlah selalu menjadi pihak yang menguasai potensi dan permasalahan di daerah yang disupervisi, sehingga supervisi yang seharusnya memberikan masukan yang konstruktif menjadi kurang berperan dengan benar.    

Pada akhirnya kedua persoalan penting yang menjadi kendala dalam perkembangan kelembagaan pengelolaan RMU berdampak pada terhambatnya kemajuan proses kerjasama yang sudah dijalankan selama ini antara pihak yang bermitra dalam kelembagaan pengelolaan RMU.
4.3. Alternatif Solusi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan RMU

Berdasarkan berbagai kondisi faktual dan landasan teori yang sudah diuraikan panjang lebar diatas, maka perlu dilakukan upaya reformasi dalam penguatan kelembagaan pengelolaan RMU dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada khususnya.  Adapun alternatif solusi yang ditawarkan dalam kerangka keberlanjutan kelembagaan pengelolaan RMU dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, yakni: pertama, dikembangkan oleh tokoh masyarakat (kepemimpinan lokal) berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat yang menjadi pihak yang bermitra tersebut, tidak mengalami intervensi yang intensif dari pemerintah maupun pihak manapun dalam pengambilan keputusan penting bagi kehidupan pihak yang bermitra tersebut, sehingga keberadaanya benar-benar diwarnai oleh kegotong-royongan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan oleh khususnya anggota kelompok tani.  Anggota kelompok tani terbangun keyakinannya bahwa keberadaan RMU benar-benar dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya.  Keyakinan tersebut antara lain merupakan keberhasilan kepemimpinan lokal mengembangkan kesadaran bersama atas manfaat keberadaan kelembagaan RMU tersebut bagi petani.

Kedua, kelembagaan pengelolaan RMU seharusnya lebih mementingkan upaya melayani kebutuhan anggota kelompok tani sesuai aturan yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang bermitra serta disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan.  Keputusan kepemimpinan yang partisipatif semacam itu ternyata sangat efektif menghasilkan komitmen kedua pihak yang bermitra untuk mentaati norma dan aturan yang disepakati bersama.

Ketiga, keuangan dilaporkan secara rutin dalam periode waktu tertentu.  Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan inilah yang tampaknya telah memperkuat sikap dan kepercayaan anggota kelompok tani terhadap pemimpin mereka dan untuk mematuhi dan mengikuti pengaruhnya dalam kepemimpinan kelompok tani.

Keempat, adanya penegakan sanksi dalam norma antara kedua pihak yang bermitra diterapkan secara konsisten dan berbasis kepercayaan, norma, dan nilai setempat, baik sanksi moral maupun sanksi masyarakat.

V.  PENUTUP
5.1.  Kesimpulan

1. Profil dan kinerja aktual kelembagaan pengelolaan RMU pada Gapoktan SRI Mungka, pada satu sisi menunjukkan perkembangan yang positif dalam hal mekanisme pergantian kepemimpinan, serta adanya dukungan kepercayaan, dan pengakuan masyarakat lokal terhadap keberadaan dan peran kelembagaan.  Sementara pada sisi yang lain, menunjukkan ada kendala yang bisa menghambat perkembangan kelembagaan pengelolaan RMU dalam hal tata administrasi (mekanisme pendelegasian wewenang yang tidak jelas, sistem penghargaan dan sanksi yang belum ideal diterapkan, serta hak-hak dasar/normatif yang belum diterapkan) serta dalam pelaksanaan program (menyangkut tidak terealisasinya perencanaan secara signifikan dan tidak adanya kesesuaian hasil program dengan rencana program.
2. Dinamika interaksi antar lembaga yang terlibat dalam kelembagaan pengelolaan RMU pada Gapoktan SRI Mungka dari ketiga aspek  yang diteliti memperlihatkan dinamika.  Adapun perincian dinamika ketiga aspek yang terjadi adalah sebagai berikut : pertama, adanya peningkatan pemahaman mengenai operasional dan pemeliharaan alat mesin pasca panen/RMU; kedua, adanya peningkatan pemahaman mengenai manajemen alat mesin pasca panen/RMU (aspek manajemen); serta, ketiga, masih lemahnya posisi tawar kelembagaan Gapoktan dalam bermitra dengan pihak Pengusaha Lokal sehingga belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan alat mesin pasca panen dalam kerangka keberlanjutan.
5.2. Saran 

a. Teknis Operasional dan Pemeliharaan RMU, dapat disarankan sebagai berikut : (a) perlu dilakukan pengoperasian RMU secara terus-menerus walaupun gabah yang digiling dalam jumlah yang sedikit, sehingga teknisi menjadi terbiasa dan tidak akan gagap lagi dalam mengoperasikan RMU dan hasil penggilingan akan lebih baik, khususnya terkait dengan rendemen yang dihasilkan, (b)   perlunya teknisi melakukan penghitungan operasi sehingga didapatkan trend beras yang dihasilkan sehingga bisa di antisipasi kalau ada penurunan tingkat hasil beras.  Kegiatan ini didampingi secara intensif oleh pengelola lainnya, (c)  perlu dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap peralatan RMU, sehingga bisa terpelihara dan dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama, serta (d) perlunya dilakukan pengoperasian RMU secara terus-menerus walaupun gabah yang digiling tidak dalam jumlah yang besar agar alat tidak cepat rusak dan teknisi menjadi berpengalaman.

b. Terkait dengan manajemen RMU, dapat disarankan beberapa hal berikut : (a) gapoktan perlu melakukan upaya penguatan permodalan melaku beberapa alternatif, dimana untuk modal sendiri (pola fund rising) bisa diambil dari keuntungan pengoperasian RMU.  Artinya keuntungan operasi RMU tidak dibagi-bagi tapi dijadikan sebagai cadangan dan pemupukan modal mandiri dari anggota.  Sedangkan untuk modal sendiri (pola iuran anggota) kalau sudah berjalan tetap dilanjutkan dan secara perlahan-lahan ditingkatka nominalnya sehingga bisa berdampak nyata terhadap permodalan usaha.  Selain modal mandiri (iuran anggota dan fund rising), juga terdapat beberapa alternatif permodalan yang bisa diakses, seperti: modal kredit perbankan, modal kemitraan, modal program/bantuan pemerintah, modal bantuan lepas dan modal penyertaan pihak ketiga, (b) mengaktifkan kembali rantai pemasaran dengan para pedagang dengan harga yang kompetitif dan selanjutnya diperluas rantai pemasaran dengan pelaku lainnya dalam skala yang lebih besar sehingga harga bisa lebih bersaing, serta (c)  perlu dilakukan penyusunan rencana bisnis secara sederhana agar bisa dilihat trend perkembangan usaha dan bisa diantisipasi segala kendala yang muncul.  Kedepan, perlu dilakukan penyusunan rencana bisnis yang lebih baik sistematis dan berkelanjutan melalui penyusunan dokumen Bussiness Plan dan dokumen Kelayakan Usaha.

c. Terkait dengan penguatan kelembagaan pengelolaan RMU, dapat disarankan beberapa hal berikut : (a) perlu dilakukan upaya untuk mengatasi persoalan kelembagaan yang melingkupi pengelolaan RMU sehingga Gapoktan dan Pengelola RMU bisa terhindar dari peselisihan dan perpecahan, (b) perlunya pemahaman tentang jejaring lembaga dan kelembagaan yang terkait dalam kerangka pengembangan kelembagaan pengelolaan RMU, sehingga jejaring yang rumit tidak berdampak pada kemudahan upaya untuk membangun komitmen  di antara stakeholders yang terlibat di dalamnya, (c) diperlukannya adanya pemahaman yang sama di antara stakeholders tentang pengertian kelembagaan pengelolaan RMU, sehingga aturan yang ada dapat diimplementasikan dalam kerangka memberikan keseimbangan antara harapan dan manfaat serta mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki dan yang ada, (d) karena kelembagaan pegelolaan RMU masih berada pada tahapan inisiasi/kecambah, sehingga setiap stakeholders perlu menjaga agar tidak ada tekanan/pengaruh negatif yang datang dari dalam/luar yang bisa berakibat fatal pada matinya lembaga, serta (e) terkait dengan keberlanjutan kelembagaan RMU, maka sesegera mungkin dilakukan penyusunan dan penyepakatan lima hal, yakni : (a) penetapan keputusan secara bersama antara pemilik RMU (Gapoktan SRI) dengan pengelola RMU, (b) penyusunan mekanisme penyaluran konflik, (c) penyepakatan cadangan kekayaan lembaga, (d) penyusunan dan penyepakatan sanksi yang mengikat, dan (e) penyusunan dan penyepakatan tentang monitoring dan evaluasi yang jelas.
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